
BUPAT I KAPUAS H U L U 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 3 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

KABUPATEN KAPUAS HULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS HULU, 

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme 
prosedur pengadaan barang/jasa serta mengoptimalkan 
hubungan kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa , maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2014 tentang Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang J a s a 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit 
Layanan Pengadaan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG UNIT 
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
KABUPATEN KAPUAS HULU. 

Pasal I 
Lampiran I I dan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita 
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 54 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 
(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 
57) diubah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 



Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 

Ditetapkan di Putussibau 
pada tanggal 4 Jaxm&ri 2#18 

NOMOR 3 



LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

BAGAN LEMBARAN KERJA POKJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

PERANGKAT DAERAH 
Membuat dan menyampaikan 
daftar paket pekerjaan/ kegiatan 
dengan nilai pengadaan barang/ 
pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya 
diatas Rp. 200 juta dan Pengadaan 
Jasa Konsultasi di atas Rp. 50 Juta 
yang akan dilelang berikut 
Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, HPS 
dan Rancangan Kontrak Kepada 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
secara Online. 

Menandatangani surat penunjukan 
penyedia barang/ jasa (SPPBJ) dan 
surat perjanjian/ Kontrak dengan 
pemenang lelang yang diproses 
oleh Pokja Pemilihan Penyedia 
Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa 
Konsultasi, Jasa Lainnya. 

0 
PENYEDIA BARANG/JASA 

ULP 
Menerima daftar paket pekerjaan/ 
kegiatan dengan nilai pengadaan 
barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa 
lainnya di atas Rp. 200 juta dan 
Pengadaan Jasa Konsultasi di atas 
Rp. 50 Juta yang akan dilelang 
berikut Spesifikasi Teknis 
Barang/Jasa, HPS dan Rancangan 
Kontrak dari SKPD. 

Mendistribusikan kegiatan 
tersebut kepada Pokja Pemilihan 
Penyedia Barang, Pekerjaan 
Konstruksi, Jasa Konsultasi, Jasa 
Lainnya. 

Menyampaikan Hasil Pemilihan 
Penyedia kepada PPK 

KELOMPOK KERJA 
Melakukan proses pemilihan 
penyedia barang/ jasa 
memanfaatkan System SPSE 
sesuai ketentuan yang 
berlaku 

\7 
Melaporkan proses pengadaan 
kepada Kepala ULP 

Menyampaikan Hasil Pemilihan dan 
Salinan Dokumen Pemilihan 
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK 
berupa Dokumen 



.MPIRANH 
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

MEKANISME DAN PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

SKPD 

PA/KPA 

Menetapkan Rencana 
Umum Pengadaan 

Menglrim Rencana 
Umum Pengadaan ke 

LPSE untuk dlumumkan 
melalui Website 

Betdaurkan 
Pcrataun PA 

Tidak 

PPK 

1 
Menetapkan Rencana 

Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa (RPD) 

Setuju dengi n Pendapat 
Pol \a 

PPK 
Setuju? 

Ya 
Penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) 

Kontrak 

UNIT LAYANAN PENGADAAN 

SEKRETARIAT/ KETUA 

Menerima Paket -paket 
yang akan dilelangkan 

Setuju dengan 
Pendapat PPK, maka 

evaluasi uiang 

{ 

Menyampaikan Hasil 
Pemilihan dan Salinan 
Dokumen Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa 
kepada PPK berupa 

Dokumen 

Ada dan 
tidak 

terbukti 

KELOMPOK KERJA 

Menyusun Jadwal 
pelaksanaan dan 

metode pelelangan serta 
Dokumen Pengadaan 

Pegumuman melalui 
website LPSE 

Pendaftaran, Download 
Dokumen 

1 
Pelaksanaan Pelmilihan 

1 
Penetapan Pemenang 

Pengumuman 
Pemenang melalui 

Website LPSE 

Tidak 

Menjawab 
Sanggahan 

Pelaksanaan 
Pemilihan 

(Evaluasi Ulang) 

PENYEDIA BARANG/JASA 

Menglrim 
Sanggahan 


